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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan, seperti pembahasan tentang implikasi dari

konsistensi pelaksanaan peraturan serta ketentuan yang berlaku disktor pertambangan terhadap perlindungan

investor dalam hal pemberian izin. Kemudian persoalan tentang efisiensi dalam proses penyelesaian

sengketa izin usaha wilayah pertambangan. Serta pihak yang berhak atas kuasa pertambangan di konawe

Utara berdasarkan fakta hukum dan rasionlitas para majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis

normatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah konsistensi peraturan terhadap pemberian izin pertambangan

belum tercapai, sehingga harus ada sosialisasi peraturan di tingkat pemerintah daerah dan koordinasi yang

kuat antara pihak yang terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, proses penyelesaian

sengketa yang ditempuh tidak efisien bagi investor, sehingga dianjurkan adanya lembaga khusus untuk

menyelesaikan permasalahan pertambangan agar lebih efektif dari segi waktu dan biayas. Berdasarkan fakta

hukum dan rasionalitas para hakim, maka jelas pihak yang berhak atas kuasa pertambangan tersebut adalah

PT. DIPM karena telah sesuai dengan prosedur yang ada.

......This research discusses about several issues, such as a discussion of the implications of the consistent

implementation of the rules and regulations of the mining sector in terms of investor protection licensing.

Then the question of the efficiency of the dispute resolution process mining license area. As well as the

party entitled to Mining in Northern Konawe based on legal facts and rationality of the Panel of Judges. This

research is normative.

The results of this study is that the problem of consistency rules for granting mining licenses have not been

achieved, so there should be laws and regulations at the local level and strong coordination between the

parties involved, both at central and regional levels. Then, the dispute resolution process adopted inefficient

for investors, so it is recommended a special agency to resolve the problem of mining to be more effective in

terms of time and cost. Based on the legal facts and rationality of the judges, it is clear that the parties are

entitled to power mining is PT.DIPM due in accordance with established procedures.
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